PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebaga pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Mgelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Dagerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan perubahannya;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parta Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4277);

4. Undang- ...
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4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dagerah.

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau
Wakil Walikota.

5. Anggota ...
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5. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten atau K ota.

6. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah aat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai
acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

mel aksanakan tugasnya.

BAB I
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik
peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan

Umum.

Pasal 3

(1) Peresmian keanggotaan DPRD Provins ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nhama Presiden berdasarkan
usul Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum
Provins.

(2) Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/K ota ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur atas nama Presiden berdasarkan usul
Bupati/Walikota sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/K ota.

(3) Anggota ...
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(3) Anggota DPRD Provinsi berdomisili di Ibukota Provins dan
anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota

yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Anggota DPRD Provins sebelum memangku jabatannya,
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh
Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna
DPRD yang bersifat istimewa.

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya,
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh
Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna
DPRD yang bersifat istimewa.

(3) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/jan;i
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang
bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau
Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat
istimewa.

(4) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku
jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau
Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat
Istimewa.

Pasal 5

Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasa 6 ...
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Pasal 6
Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan
pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III
PEMBENTUKAN FRAKSI

Pasal 7
(1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.

(2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang
memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang
memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk
setiap Fraks.

(2) Partai  politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan
Fraks yang ada atau dapat membentuk Fraks Gabungan dengan

jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.

(3) Apabila di DPRD tidak terdapat partai politik yang memenuhi
ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), parta politik yang memperoleh kursi dengan jumlah
anggota terbanyak pertama dapat membentuk Fraksi.

(4) Apabila ...



